Menimbang

Mengingat

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
di tingkat kecamatan perlu penguatan peran dan fungsi
tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagai wujud
partisipasi masyarakat;

b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013
tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, sehingga perlu
diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Sosial tentang Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan;

—

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
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atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoenesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1517);
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Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelengaraan
Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1167);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TENAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Tenaga  Kesejahteraan  Sosial Kecamatan  yang
selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang
yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh
Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi,
dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk
membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai
lingkup wilayah penugasan di kecamatan.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara
agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan
diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya
yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang
dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang
meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang
selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat

berperan  serta untuk menjaga, menciptakan,
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mendukung, dan  memperkuat Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang
selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena
suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat
terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani,
maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Penetapan TKSK bertujuan untuk:

a.

meningkatkan peran serta masyarakat dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat
kecamatan;

melaksanakan koordinasi dengan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial lainnya dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan; dan
meningkatkan kerja sama dan sinergi antara program
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program

pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3
TKSK berkedudukan di kecamatan dan setiap
kecamatan hanya terdapat 1 (satu) orang TKSK.
TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
wilayah kerja di 1 (satu) kecamatan yang meliputi desa

atau kelurahan atau nama lain.

Pasal 4
Tugas TKSK membantu Kementerian Sosial, dinas sosial
daerah provinsi, dan dinas sosial daerah
kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial di tingkat kecamatan.
Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan atau tanpa imbalan.
Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial
daerah provinsi, dan dinas sosial daerah
kabupaten /kota.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) TKSK berkoordinasi dengan kecamatan.
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKSK
dapat bekerja sama dan menyinergikan program
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program

pembangunan lainnya.

Pasal 5
Fungsi TKSK di dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
meliputi:
a. koordinasi;
b. fasilitasi; dan

C.

administrasi.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 6
Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
a merupakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan
dinas sosial daerah kabupaten/kota, perangkat
kecamatan, tokoh masyarakat lain dan/atau PSKS
dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dalam bentuk:
a. saling memberikan informasi;
b. menyamakan persepsi; dan/atau
c. membangun kesepakatan dalam Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial.

Pasal 7
Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara
langsung maupun tidak langsung dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di kecamatan.
Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam bentuk:
a. pendampingan sosial;
b. bimbingan sosial;
c. kemitraan; dan/atau
d. rujukan.
Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan untuk meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 8
Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢ merupakan rangkaian kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan.
Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam bentuk:
a. pemetaan sosial
b. pencatatan; dan

c. pelaporan.



BAB III
PENYELENGGARAAN TKSK

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi TKSK terdiri atas:

a.

usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun, paling tinggi
35 (tiga puluh lima) tahun;

bukan Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional
Indonesia/Polisi Republik Indonesia/anggota legislatif;
berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk
di wilayah kecamatan setempat;

pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau
sederajat;

sehat jasmani dan rohani;

berkelakuan baik;

berasal dari Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau
Karang Taruna; dan

dapat menggunakan komputer.

Bagian Kedua

Rekrutmen TKSK

Pasal 10

Dinas sosial daerah kabupaten/kota melaksanakan
rekrutmen calon TKSK.

Dinas sosial daerah provinsi melakukan verifikasi
berdasarkan usulan calon TKSK dari dinas sosial daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Hasil verifikasi calon TKSK disampaikan kepada Menteri
untuk ditetapkan oleh Menteri atau pejabat eselon I

yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekrutmen
TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal yang

mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kapasitas

Pasal 11
TKSK harus diberikan pengembangan kapasitas.
Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan oleh kementerian sosial, dinas sosial
daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah
kabupaten /kota.
Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. bimbingan teknis;
c. pemantapan; dan/atau
d. pemberian sarana dan prasarana.
Kementerian/lembaga lainnya dapat melaksanakan
pengembangan kapasitas bagi TKSK setelah
berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, dinas sosial
daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah

kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Identitas TKSK

Pasal 12

TKSK memiliki identitas terdiri atas:

a.
b.

C.

seragam,
atribut; dan

mars.



Pasal 13
Seragam TKSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a terdiri atas:
a. pakaian dinas lapangan; dan

b. pakaian dinas harian.

Pasal 14
Pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf a terdiri atas:
a. kemeja lengan panjang berwarna biru tua;
b. celana panjang berwarna biru tua;
topi berwarna biru tua; dan

d. sepatu berwarna hitam.

Pasal 15
Pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b terdiri atas:
a. kemeja lengan pendek berwarna biru tua;
b. celana panjang berwarna biru tua; dan

c. sepatu berwarna hitam.

Pasal 16
(1) Pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf a dipergunakan untuk:
a. kegiatan di lapangan guna melaksanakan fungsi
TKSK; dan
b. upacara resmi dan apel.
(2) Pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf b dipergunakan untuk:
a. tugas harian; dan

b. kegiatan pertemuan/rapat resmi.

Pasal 17
(1) Atribut TKSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b terdiri atas:
a. tanda pengenal;

b. logo Kementerian Sosial,
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(3)
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c. logo TKSK; dan

d. tulisan TKSK.

Atribut tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa nama dan nomor induk TKSK
yang disematkan di saku kemeja sebelah kiri.

Atribut logo Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dijahit di lengan kemeja sebelah
kiri.

Atribut logo TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diletakkan di atas saku kemeja sebelah kiri.
Tulisan TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d diletakkan di atas saku kemeja sebelah kanan.

Pasal 18
Mars TKSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf d dibuat untuk menegaskan identitas TKSK.
Penggunaan mars TKSK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan pada acara resmi TKSK.

Pasal 19

Identitas TKSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

Bagian Kelima

Masa Tugas

Pasal 20
Masa tugas TKSK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.
Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus sesuai usulan dinas sosial daerah

kabupaten /kota.
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(2)
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BAB IV
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 21

TKSK diberhentikan dengan ketentuan:

f.

telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara
Nasional Indonesia/Polisi Republik
Indonesia/anggota legislatif;

meninggal dunia;

mengundurkan diri dengan sukarela;

dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
atau

berperilaku dan berkinerja buruk.

Pemberhentian penugasan TKSK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diusulkan oleh dinas sosial daerah

kabupaten/kota dengan ketentuan:

a.

telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun
dibuktikan dengan fotokopi identitas diri;

diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara
Nasional Indonesia/Polisi Republik
Indonesia/anggota legislatif dibuktikan dengan
fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai
Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional
Indonesia/Polisi Republik Indonesia/anggota
legislatif atau surat keterangan dari dinas sosial
daerah kabupaten/kota;

meninggal dunia dibuktikan dengan fotokopi surat
keterangan kematian dari desa/lurah/nama lain
dan surat keterangan dari dinas sosial daerah
kabupaten /kota;

mengundurkan diri dengan sukarela dibuktikan
dengan surat pernyataan TKSK dan surat
keterangan dari dinas sosial daerah

kabupaten /kota;
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(4)

(1)

(2)
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e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dibuktikan dengan fotokopi amar putusan
pengadilan dan surat keterangan dari dinas sosial
daerah kabupaten/kota; dan

f. ketentuan lebih lanjut mengenai berperilaku dan
berkinerja buruk diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi
pemberdayaan sosial.

Usulan penggantian TKSK oleh dinas sosial daerah

kabupaten/kota disampaikan kepada dinas sosial

daerah provinsi untuk diverifikasi dan validasi.

Hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh dinas

sosial daerah provinsi disampaikan kepada Kementerian

Sosial cq Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas

dan fungsi pemberdayaan sosial dengan melampirkan

surat pernyataan bahwa telah melakukan verifikasi dan

validasi.

Pasal 22

TKSK yang berhenti sebelum masa tugasnya berakhir
dapat digantikan berdasarkan usulan dari dinas sosial
daerah kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai usulan penggantian TKSK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara
mutatis  mutandis  terhadap  rekrutmen = TKSK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian
TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal yang

mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial.
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BAB V
IMBALAN

Pasal 23
TKSK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 mendapatkan imbalan.
Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tali
asih.
Pemberian tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
Selain tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
TKSK yang mendapatkan penugasan secara khusus
dalam pendampingan program tertentu dapat menerima

imbalan yang layak sesuai dengan beban tugas dan

tanggung jawabnya.
BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 24

Penghargaan diberikan kepada TKSK yang berdedikasi
dan mengabdikan diri dalam  Penyelenggaraaan
Kesejahteraan Sosial.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali
kota.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk:

a. piagam;

b. plakat;

c. piala; dan/atau

insentif.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diatur dalam Peraturan
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Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi

pemberdayaan sosial.

BAB VII
JEJARING KERJA DAN KOORDINASI

Pasal 26

(1) Untuk kepentingan pertukaran informasi, komunikasi,
dan Dberbagi pengalaman dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial, TKSK dapat mengembangkan
jejaring kerja dan koordinasi.

(2) Jejaring kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikembangkan di tingkat daerah
kabupaten/kota dan daerah provinsi.

(3) Jejaring kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) bersifat nonhierarki dan mandiri.

BAB VIII
KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Pemerintah

Pasal 27
Menteri memiliki kewenangan:
a. menetapkan TKSK secara nasional,
b. menyediakan data TKSK secara nasional;
c. merumuskan dan menyosialisasikan kebijakan
penyelenggaraan TKSK;
d. mengembangkan kapasitas TKSK;
e. pembinaan TKSK;
f.  pemantauan dan evaluasi TKSK; dan

g. melakukan pemantauan dan evaluasi.
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Bagian Kedua

Provinsi

Pasal 28

Gubernur memiliki kewenangan:

a.

mengoordinasikan organisasi perangkat daerah dalam
pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK

lingkup daerah provinsi;

. melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan TKSK

dari daerah kabupaten/kota

menyediakan dan mengelola data TKSK lingkup daerah
provinsi;

melaksanakan kebijakan penyelenggaraan TKSK lingkup
daerah provinsi;

memberikan rekomendasi penetapan TKSK kepada
Menteri;

mengembangkan kapasitas TKSK di lingkup daerah

provinsi;

. pembinaan terhadap TKSK lingkup daerah provinsi;

pemantauan dan evaluasi terhadap TKSK lingkup daerah
provinsi; dan

melakukan kerja sama dengan daerah provinsi lain dan
daerah kabupaten/kota di luar daerah provinsi dalam
melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK
sesuai dengan ketentuan peraturan = perundang-

undangan.

Bagian Ketiga
Kabupaten/Kota

Pasal 29

Bupati atau wali kota memiliki kewenangan:

a.

mengoordinasikan organisasi perangkat daerah dalam
pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK
lingkup daerah kabupaten/kota;

melaksanakan rekrutmen calon TKSK;

mengusulkan calon TKSK kepada gubernur;
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melakukan pendataan dan mengelola data TKSK lingkup
daerah kabupaten/kota;

mengembangkan kapasitas TKSK lingkup daerah
kabupaten/kota;

melaksanakan pembinaan TKSK Ilingkup daerah
kabupaten /kota;

pemantauan dan evaluasi terhadap TKSK lingkup
daerah kabupaten/kota; dan

melakukan kerja sama dengan daerah kabupaten/kota
lain dalam dan luar daerah provinsi dalam
melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 30

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan tugas TKSK dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota;

sumbangan masyarakat; dan/atau

sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 31
Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan

efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam
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pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan TKSK,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  melakukan
pemantauan.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan
hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan
kegiatan TKSK.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan
dinas sosial setempat.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran
sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, serta

kegiatan TKSK untuk tahun berjalan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 32

Evaluasi penyelenggaraan TKSK dilakukan pada akhir
tahun anggaran oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota melalui dinas sosial setempat.

Hasil evaluasi penyelenggaraan TKSK digunakan sebagai
bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program,
serta kegiatan untuk tahun berikutnya.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB XI
PELAPORAN

Pasal 33
(1) Dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah
kabupaten/kota memberikan laporan kepada
Kementerian Sosial mengenai Penyelenggaraan TKSK.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara berjenjang.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 34
(1) Menteri melakukan pembinaan atas penyelenggaraan
TKSK kepada Pemerintah Daerah provinsi.
(2) Gubernur melakukan pembinaan atas penyelenggaraan
TKSK kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(3) Bupati/wali kota  melakukan  pembinaan  atas

penyelenggaraan TKSK di wilayahnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 36
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 November 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1789
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG

TENAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL KECAMATAN

IDENTITAS TKSK

I. SERAGAM TKSK

KEMEJA SAFARI UNISEX

Kerribinasi war na kunirg

dikerah aelakang dan khaki <erah luar
{ragh kemeja lebar 5.5 cm, kaki kragh 4cm

Bordir tulisan TKSK Bordir logo TKSK

4 cm dari atas saku .
Bordir Logo Kemensos

Lidah dilengan/ sccoder

rhggl yoke © cm ‘

Iarset lebar 7 cm

Keannbitn esi weai i kaning )
Kancing TRSK :
dikerih belakimn, Manset kancing 2 bh
khzk! kerak luar o helahzn samping
W Bodirlopo TESK
Main Label |KSK » ;ﬁ
- ¢ \ 3 " L Com
‘ T K S K —=u 1 : 2l o )
I Sl ) Fom
B b8 m "
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Spesifikasi Kemeja Safari Unisex

Bahan :  Polyester Mat
Warna : Biru Tua
Mode : Kemeja berkerah, lengan panjang, berkantong dua dengan

penutup kancing, dan lidah di siku lengan/secoder

Label Baju : Label bertuliskan TKSK
Kancing : Embos/Laser bertuliskan TKSK
Bordir : Bordir Logo TKSK di dada kiri Bordir tulisan TKSK di atas

saku di dada kanan Bordir Logo Kementerian Sosial di lengan

kanan atas

II. ATRIBUT TKSK

A. Tanda Pengenal

DWI CITAWASIH /
NO : 32.73.31 - 0567

NAMA TKSK

Nomor Induk

» | Anggota TKSK
Kecamatan :
Wilayah Kerja
Kabupaten : TKSK
Provinsi
KETERANGAN:

1. Tanda Pengenal terdiri dari Nama TKSK, Nomor Induk TKSK,
Wilayah Kerja TKSK.

2. Nomor Induk TKSK (contoh: 32.73.31 - 0567) dengan penjelasan:
32 : Kode Provinsi
73 : Kode Kabupaten



31
0567
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Kode Kecamatan

Nomor Urut TKSK di Provinsi tersebut

Kode Provinsi, Kabupaten, Kecamatan mengacu kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan.

Logo

Filosofi Logo

Logo TKSK memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep

dengan tujuan melahirkan sifat keikhlasan, kepedulian dan rasa

tanggung jawab serta kesetaraan dalam menangani PMKS dan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Menetapkan logo TKSK memiliki tujuan sebagai berikut:

a.

Mampu mambangun citra TKSK yang positif, percaya diri
dengan potensi dan aktifitas yang dimiliki.

Mampu menggambarkan eksistensi TKSK sebagai insan
yang memiliki kepedulian sosial, keiklasan, tanpa
memandang perbedaan, optimis dalam menangani PMKS
serta penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mampu menumbuhkan jiwa korsa, rela berkorban, tanpa
pamrih.

Mampu mengembangkan kepribadian danmewujudkan

aktifitas TKSK yang dapat diterima masyarakat.
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Keterangan Bentuk dan Warna Logo:

a.

Tangan bergandengan memiliki arti saling mengenal,
percaya, mendukung, fungsi pemberdayaan sosial,
memberikan kenyamanan, soliditas dan solidaritas, yang

dibangun antara TKSK dengan PMKS.

Kedua tangan yang saling bergandengan berwarna biru dan
putih memiliki arti bahwa TKSK dengan setulus hati yang
ikhlas memberikan motivasi, kepercayaan dan ajakan
kepada PMKS untuk beranjak meninggalkan permasalahan

sosial yang dialaminya dengan segala potensi yang dimiliki.

Lingkaran memiliki arti aktifitas TKSK yang berkualitas,
bergerak dengan cepat, dinamis tiada henti dan dapat

diandalkan dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Lingkaran berwarna biru memiliki arti TKSK memiliki sifat
ingin segera menyelesaikan permasalahan PMKS secara

cepat dan bertanggung jawab dan tuntas.

Pita memiliki arti kepedulian sosial dan terikat dengan
aturan yang ada. Warna merah putih pada pita memiliki
arti rasa nasionalisme dan loyalitas yang harus dijunjung

tinggi oleh TKSK dalam menjalankan aktifitasnya.

Tipografi

Tipografi menggunakan jenis huruf Sans Serif (Huruf tak

berkait) adalah huruf yang tidak memiliki kait, bertangkai tebal,

sederhana dan lebih mudah dibaca. Ciri lain jenis huruf ini

adalah tidak memiliki stroke/ekor. Ujungnya bisa berbentuk

tumpul (rounded corner) atau tajam. Sifat huruf ini lebih hangat

dan bersahabat. Font Arial sangat mewakili jenis huruf Sans

Serif dimana jenis huruf ini memiliki keunggulan dalam segi

visual yaitu mudah di baca dalam resolusi kecil maupun besar

sehingga mudah untuk beradaptasi dengan mata dan daya ingat

pembaca.
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4. Konfigurasi dan Arti Warna

a. Konfigurasi

Warna Biru (Lingkaran) : Cyan : 100; Magenta : 82;
Yellow : 31; Black : 16

Warna Biru (Tangan) : Cyan : 89; Magenta : 61;
Yellow : O; Black: 0

Warna Kuning : Cyan :0; Magenta : 0O;
Yelow : 100, Black : O

Warna Merah : Cyan : 3; Magenta : 100;

Yellow : 73; Black : 13

b. Arti Warna

Arti warna pada logo TKSK:

1) Warna Biru
Biru bermakna  ketenangan, profesional dan
kepercayaan, serta kehandalan dan bertanggung
jawab.

2)  Warna Putih
Putih bermakna kebebasan, keterbukaan, kesucian,
dan keikhlasan.

3) Warna Kuning
Kuning bermakna keceriaan, menyenangkan dan
penuh energi, tetap mengusung arti harapan dan
wawasan kedepan secara menyeluruh, dinamis dan
dapat dipercaya dengan nilai — nilai kemanusiaan yang
mendasarinya.

4)  Warna Merah
Merah bermakna memiliki motivasi yang kuat,
membangkitkan emosi, dan menciptakan perasaan

kegembiraan atau intensitas.
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